BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan maka penulis dapat menyimpulkan
pertamaPeran Pengadilan Tinggi Agama dalam Kasus Banding Persengketaan
Ahli Waris telah dilakukan sebagaimana mestinya, penulis dapat melihat bahwa
pihak Pengadilan Tinggi Agama telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam

penyelesaian perkara yang diangkat banding oleh penggugat.

Kedua, faktor-faktor yang menghambat Pengadilan Tinggi Agama dalam
Menyelesaikan Kasus Banding Persengketaan Ahli Waris di Kota Gorontalo. Pada
dasarnya setiap hal yang akan diselesaikan tidak luput dari faktor penghambat yang
memperlambat proses tersebut. Pengadilan Tinggi Agama juga mengalami hal
demikian, pertama biasanya pada hal administrasi seringkali ditemui kekurangan
berkas yang dikirim oleh Pengadilan Agama ke Pengadilan Tinggi Agama. Kedua
kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya memiliki surat atau
sertifikat tanah, hal ini mengakibatkan jika tanah tersebut terlibat sengketa maka

akan rumit penyelesaianya di tingkat pengadilan.

Ketiga, upaya yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama dalam
menyelesaikan persengketaan Ahli Waris Di Kota Gorontalo, Pengadilan Tinggi
Agama telah berupaya semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas dan
fungsinya sebagai Pengadilan tingkat banding. Pengadilan Tinggi Agama juga

berupaya menyelesaikan kasus banding yang masuk tidak lebih dari 3 bulan. Selain
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itu Pengadilan Tinggi Agama bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional
dalam penyelesaian kasus sengketa tanah yang tidak memiliki surat dan sertifikat
tanah. Hal ini tentunya menjadi titik terang bagi Pengadilan Tinggi Agama dalam
penyelesaian kasusnya, ketika Pengadilan Tinggi Agama tidak membangun kerja
sama dengan lembaga lain maka sudah pasti akan mengalami kesulitan dalam

penyelesaian perkara waris tersebut.

Belum lagi di Gorontalo masih banyak masyarakat yang menempati
bangunan diatas tanah yang tidak memiliki sertifikat, hal ini tentunya harus menjadi
perhatian dari pemerintah. Karena ketika masyarakat menempati bangunan di atas
tanah yang tidak memiliki surat-surat atau sertifikat, hal itu akan memicu terjadinya

konflik antar keluarga yang berdampak pada sengketa.

5.2 Saran

Berangkat dari kesimpulan diatas peneliti dapat mengemukakan beberapa
bagi saran pertama, harus ada upaya dari Pengadilan Tinggi Agama dalam
mensosialisasikan pentingnya memiliki sertifikat tanah, agar warga pengetahuan
masyarakat tentang pentingnya memiliki sertifikat tanah lebih bertambah, hal ini
tentunya bukan hanya tugas dari Badan Pertanahan Nasional, Pengadilan Tinggi

Agamapun berhak mensosialisasikan hal tersebut.

Kedua, Untuk menghindari faktor penghambat dalam segi administrasi
harusnya Pengadilan Tinggi Agama melakukan teguran dan sanksi untuk
Pengadilan Agama yang mengirimkan berkas-berkas terkait kasus banding yang

tidak lengkap, agar hal ini menjadi efek jera kemudian pihak Pengadilan Agama
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akan lebih teliti dalam menyiapkan berkas-berkas yang ada di Bundel A dan Bundel

B.

Ketiga, diharapkan dengan adanya penelitian ini, maka dapat mengurangi
kasus banding yang masuk di Pengadilan Tinggi Agama, karena mengingat waktu
yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Padahal jika dibandingkan dengan
penyelesaian secara kekeluargaan, itu lebih cepat dan tidak membutuhkan biaya

sama sekali.
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